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<b>ABSTRAK</b><br>

Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku
pemegang fungs pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini
membahas bagai mana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesiayang
menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku |lembaga parlemen di
Indonesia yang memegang fungsi pengawasan terhadap sistem pengisian jabatan publik. Metode penelitian
dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan menjelaskan sistem pengisian jabatan publik sesuai
dengan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan DPR dalamm pengisian jabatan
publik adalah untuk pengawasan terhadap pel aksanaan undang-undang. Namun dibutuhkan beberapa
perubahan peraturan agar tercipta sistem pengisian jabatan publik yang selaran dengan Undang-Undang
Dasar yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Every institutions have an officials that hold leadership function for those institutions. House of
Representative (DPR) which has oversight function are involved on process of public officials?
appointment. This thesis discuss on the system of public officials appointment according to Indonesian law
system which is based on presidentia system, and discuss on DPR involvement as a parliament body in
Indonesiawhich has hold an oversight function on public officials appointment. The method of thiswritings
based on descriptive method which describes the system of public officials? appointment based on the acts.
The results of this researches are that DPR involvements on public official s? appointment is for the
oversight of executive actions based on the acts. However there are need plenty of changes on the actsin
order to make consistent system based on the Constitution of Indonesiawhich is based on presidential
system.;
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